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ABSTRAK:

bahwa untuk meingkatkan efektivitas pengelolaan piutang Negara dan kelancaran
administrasi pengajuan penghapusan piutang negara di lingkungan Kementerian
Perdagangan, perlu pengaturan terkait pelimpahan kewenangan dalam pengajuan
usulan penghapusan piutang Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Kewenangan dalam
Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang Negara di Lingkungan Kementerian
Perdagangan;

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, Peraturan Mentei Keuangan
Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian
Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panita
Urusan Piutang Negara, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat
dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnyaberdasarkan peraturan perundang-undangan vyang
berlaku atau akibat lainnya yang sah

Tuntutan  PPerbendaharaan adalah  suatu proses perhitungan dan/atau
pertanggungjawaban terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi
kekurangan perbendaharaan dan diharuskan menggantinya.

Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang
dilakukan terhadap aparatur sipil Negara bukan Bendahara yang karena perbuatannya
melanggar hukum dan dituntut dengan tujan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh Negara.

Penanggung Utang kepada Negara yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah



Badan atau orang yang berutang kepada Negara menurut peratran, perjanjian, atau
sebab apapun.

Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang Negara
dari pembukuan Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih Negara.
Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara setelah
Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Negara.

Pnitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang
bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49
Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT
adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih
terdapat sisa utang.

Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal yang selanjutnya disingkat PPNTO adalah
pernyatan dari pejabat yang berwenang pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai
bukti bahwa Piutang Negara dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal
namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai
kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain
yang masih sah.

Pengelolaan Piutang Negara meliputi kegiatan:

a. penataushaan;

b. penagihan;

c. penyelesaian; dan

d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

CATATAN:

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2021.



